PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentumsalP181 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeragaghana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangp&esan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah, Kepala
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerahgefggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dakumien-dokumen
pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Da¢tdPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama,

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang remgBandapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksundahuruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja PemeriD@¢rah Tahun 2008
yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD sertéoritas Plafon
Anggaran yang telah disepakati bersama antara HeaierDaerah dengan
DPRD pada tanggal 16 Desember 2008 dan telah manhdapluasi Menteri
Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaraksiioh dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah terAaggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tamggéaran 2009.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun8l@tang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Termgamur (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaranraléganor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakiBlan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan &emliNegara Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Urdiamgr 12 Tahun 1994
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 TE®8H tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nd2orTambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabadan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Taambabmbaran Nomor



3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unbiamgor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas ndang-Undang Nomorah8nT1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Négaran 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea éteanlHak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 NomoraMbahan Lembaran
Negara Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenygéeagNegara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotighenbaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuahggara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Bégamor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerberammaNegara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembdegara Nomor
4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 N&8jo Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemankBa&ngelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran NegaranT2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistermenPanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 200¥iN104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembéntaDaerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahanbaem Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undadgng Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangAgndamor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegdranT2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerindraKg@uangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lemidggara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentangbiRaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan D@enaiibaran Negara
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara N4G4f));

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentajak Pmerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaranraléganor 4138);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangribB& Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahanb&emn Negara
Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentadgd{&an Protokoler dan
keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Nefanan 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagamteiah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 20G&ngerPerubahan atas



Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentadgdkekan protokoler dan
keuangan pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran N&gdran 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentamgeR#aan Keuangan
Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Tahun 206%N4&8, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentampd&t Akuntansi
Pemerintah (Lembara Negara Tahun 2005 Nomor 49,b@han Lembaran
Negara Nomor 4503);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangarRan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahanb&em Negara
Nomor 4574);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga DRerimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahanb&em Negara
Nomor 4575);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentargjer®i Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nori8r Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentabhghHjLembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Né&YY);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tlaambdembaran
Negara Nomor 4578);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentadgnPen Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Blebanun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangp®ein Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tal2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 288@ang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2888ang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daghaim Anggaran 2009;

28.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ndmiahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar@erad Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43).



Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PEMPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aangg@09 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 1.244.400.756.051,0
2. Belanja Daerah Rp. 1.246.327.513.767,00
Surplus/Defisit Rp. (1.926.757.716,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 68.536.757.716,00

b. Pengeluaran Rp. 66.610.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 1.926.716,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaaf,Bp.

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud &alsah 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 46826(51,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 7701549.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Rp.50@.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksda @gat (1) huruf a terdiri

dari :
a. Pajak Daerah sejumlah 329.902.076.900,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Ryl.925.531.720,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah $sjuRp. 23.834.000.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yaaigsgjumlah Rp.42.548.637.431,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud patlélayhuruf b terdiri dari :
a. Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak sejumRp. 115.054.550.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 608.611.960.000,00
Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 48.024.000.000,00

o

d. Dana Kontijensi sejumlah Rp. 0,00



(4)

1)

(2)

3)

(1)

(2)

Lain-Lain Pendapatan Daerah sebagaimana duwlakada ayat (1) huruf c
terdiri dari :

a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
b. Dana Darurat sejumlah . R©00.000.000,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi KhuguséEh Rp. 0,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atemétintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp. 0,00
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalaal Pasrdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 84913%h844,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. .998.357.923,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksuld ayat (1) huruf a terdiri
dari :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 420.047.007.269,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 6.403.200.000,00
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 35.994.864.381,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 86.825.530.742,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 164.138.371.452,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlahRp. 130.426.182.000,00
h. Belanja Tidak Terduga Rp. 5.500.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud padd® huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 45.632.253.575,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah RP9.6R9.910.327,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 141.750.194.021,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalsath Pterdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 68.536721%/00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 66.610.00000
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayaur(if)a terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahuggaman sebelumnya (SILPA)
sejumlah Rp. 68.536.757.716,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah B@. O,

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yapgdhkan



sejumlah Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman sejurpal,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud padalgyairuf b terdiri dari :
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumla,&p.
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda
sejumlah Rp. 66.610.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Hutang sejumlah R}. O,

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlatOR0.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan BaldDperah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampirag y@erupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, teddiri :

1. Lampiran | . Ringkasan APBD;

2. Lampiranll : Ringkasan APBD;

3. Lampiran il : Ringkasan APBD menurut Urusan Pentahan Daerah,
Organisasi SKPD;

4. Lampiran IV : Rincian APBD menurut Urusan Pemiin Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;

5. LampiranV . Rekapitulasi Belanja Menurut Urus@emerintah Daerah,
Organisasi , Program dan Kegiatan;

6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Daerah untukeskKlarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan FunganDal
Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;

7. Lampiran VIl : Daftar Jumlah Pegawai Per Golandan Per Jabatan;

8. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dargi@mgan Asset Tetap
Daerah;

10.Lampiran X  : Daftar Perkiraan Penambahan dan (Hangan Aset
Lainnya;

11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Aaggn Sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembahndal
tahun anggaran ini;

12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligaaerah;
Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang all&ean Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasasiopail pelaksanaan APBD.



Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanupelaggan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaeralnBrdlusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal 31 Desember 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H.M.ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram.
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ABDUL MALIK



NOMOR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2008

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketenRasal 181 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeragaghana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang&esan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah, Kepala
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerahgefmggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dakumien-dokumen
pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Da¢pdPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang famgBandapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksundahuruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja PemeriD@érah Tahun 2008
yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD sertéoritas Plafon
Anggaran yang telah disepakati bersama antara ReaierDaerah dengan
DPRD pada tanggal 16 Desember 2008 dan telah mandapluasi Menteri
Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarakslich dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah terAaggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tamggaran 2009.

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun8l8fntang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Terggdmur (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaranraléganor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakiBlan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan aemlNegara Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Urdiamgr 12 Tahun 1994
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 TE8H tentang Pajak
Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 NdfiprTambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakaDadan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Taambebémbaran Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undamgpr 34 Tahun



Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanupelaggan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaeralnBrdlusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal 24 Desember 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

H.M.ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram.
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN2008, NOMOR.....



